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Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur 
Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 
dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan 
keadaan dalam tahun berjalan; 

c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 
sebagaimana dirnaksud pada pertimbangan huruf a, merupakan 
pedoman dalarn penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Organisasi Perangkat Dacrah/Biro, penyusunan KUA, PPAS dan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Baral Tah un Anggaran 2015, scrta acuan bagi Pemerintah 
Dacrah Kabupaterr/ Kola dalam menyusun perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Dae rah Tahun 2015; 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Rencana 
Kerja Pernerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

DENGAN RAI-IMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOMOR 68 TAHUN 2015 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 35 TAHUN 

2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 
TAHUN 2015 

GUBERNUR JAWA BARAT 

SALIN AN 
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4. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tah un 2007 tcntang Pcmbagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dae rah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun '2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 Tahun 2014 tcntang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik 
I ndoricsia Tahun 2014 Nornor 4 70); 

7. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nornor 10 Tah un 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi .Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi .Jawa Baral Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provin si .Jawa Barat Nomor 46); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 

9. Pera tu ran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi .Jawa Baral Tahun 
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20 l O 
Nornor 22 Seri E, Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Baral 
Nomor 86); 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagairnana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tcntang Pembe n tukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 O); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerin tahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ieruang Adrninistrasi 
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tarnbah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 
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BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2015 NOMOR 68 SERI E 

IWA KARNIWA 

ttd 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
JAWA BARAT, 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 8 Juli 2015 

AHMAD HERYAWAN 

ttd 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 8 Juli 2015 
GUBERNUR JAWA BARAT, 

Pasal II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

Pasall 
Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E) 
diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur 
1n1. 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 
TAHUN 2015. 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 
(Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E); 
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